BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota World Trade
Organization (WTO), telah meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi
Perdagangan Dunia (dAgreement the Establishing World Trade Organization)
melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Dengan begitu, Indonesia terikat
kewajiban untuk mengharmonisasi hukumnya yang terkait dengan persetujuan ini.
Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi ini adalah hukum yang
terkait dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.'

Hak cipta sebagai salah satu bagian dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual
juga terkena imbas dari harmonisasi hukum ini. Dalam prakteknya, harmonisasi
hukum hak cipta telah dilakukan tiga kali®, yang pertama adalah Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1982, lalu diubah dan ditambah serta disempurnakan oleh
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1997 tentang Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang merupakan pengganti dari |
Autuerswet 1912 sebagaimana termuat dalam Staastblad tahun 1912 Nomor 600.
Undang-Undang ini selain menyempurnakan béberapa ketentuan yang dirasakan
kurang memberi perlindungan bagi pencipta, juga dilakukan penambahan dan
penyesuaian seperlunya dengan persetujuan Agreement on Trade Related Aspects

of Intellectual Property (TRIP’s) sebagai bagian dari General Agreement on




Tariffs and Trade (GATT) WTO. Kemudian UUHC 1997 ini secara total diganti
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah
berlaku sejak 29 Juli 2003.°

Pengertian tentang Hak Cipta, terdapat dalam Bab | tentang Ketentuan
Umum Pasal | :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian di atas, dijelaskan kembali dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang
menyebutkan :

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta

untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal penting untuk diketahui dan mempunyai hubungan yang erat dengan
hak cipta adalah hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak
cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan
pertunjukkannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau
menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga

penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.*

? Rachmadi Usman, 2003. Hukum Hak alat Kekayaan Intelekiual Perlindungan dan dimensi
hukumnya di Indonesia, ctk. Pertama,



Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik menjadi suatu
permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Praktek pembajakan menunjukkan
tingkat yang mengkhawatirkan. Angka pembaj;ikan di bidang hak cipta lagu dan
musik meningkat drastic dari tahun ke tahun. Dari data yang dimiliki oleh
Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) pembajakan industri musik
Indonesia menunjukkan angka paling signifikan. Pada tahun 2000 total unit
produk bajakan berjumlah 240.084.555 unit, produk bajakan ini meningkat lagi
pada tahun 2001 menjadi 290.813.051 _unit: dan terakhir data' tahun 2002,
menunjukkan total produk bajakan mencapai 363.516.314 unit, dengan total
kerugian negara 1.194.034.945.600 rupiah. Berdasarkan data di atas, tentu saja hal
ini menjadi sesuatu yang meresahkan masyarakat khususnya para musisi dan
industri rekaman suara. Kekhawatiran ini dapat dilihat saat para musisi
menciptakan dan merekam lagu dan musik terbaiknya. Belum sempat rekaman
aslinya dikeluarkan di pasaran, yang bajakan sudah beredar di masyakarat.
Tentunya dengan semakin banyak praktek pembajakan maka para musisi sebagai
sumber daya manusia yang mampu menghasilkan devisa bagi negara, akan
menjadi lesu dan putus asa untuk berkarya lagi. Hal ini akan berakibat pada
lesunya industri rekaman musik di Indonesia.

Dengan melihat uraian di atas maka dapat diketahui bah\.;va dengan
maraknya praktek pembajakan di Jakarta ini, pihak yang paling dirugikan adalah
pencipta lagu dan produser rekaman suara, selain itu juga pelantun atau penyanyi

lagu tersebut. Produser Rekaman Suara sebagai pihak yang memproduksi lagu dan
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yang digunakan untuk memproduksi sebuah kaset atau Compact Disc (CD) tidak
murah. Sebagai ilustrasi sebuah karya cipta menjadi kepingan Compact Disc atau
kaset membutuhkan dana minimal Rp. 100.000.000 (seratus Juta rupiah) dengan
rasional Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Jee artis, Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) untuk biaya shiff rekaman, mastering, sound enginer, dan
biaya tak terduga lainnya dan sisanya adalah untuk biaya promosi seperti
pembuatan video klip, pendistribusian kaset dan CD dan lain sebagainya. Sebuah
kewajaran apgbila harga kepingan CD dan kaset relatif lebih mahal setelah
melalui proses produksi yang begitu rumit dan membutuhkan biaya yang mahal.’
Kesemuanya itu merupakan tanggung jawab dari produser rekaman suara, apalagi
bila diberlakukan sistem flar pay terhadap pencipta lagu baru maupun pencipta
lagu yaﬁg sudah lama, laku tidaknya sebuah lagu menjadi tanggung jawab
produser rekaman.®

Maraknya pembajakan lagu dan musik di Jakarta merugikan banyak pihak
dan terutama dalam konteks penulisan ini adalah prosedur rekaman suara yang
telah dirugikan baik secara materiil maupun secara moril, akan tetapi saat

permasalahan ini terjadi, sangat jarang diadakan hukum yang ditempuh oleh

prosedur rekaman suara melalui asosiasinya yaitu ASIRI demi melindungi hasil

- produksinya. Saat penulis melakukan prariset di ASIRI, Humas Manager ASIRI

yang mewakili General Managernya, mengatakan bahwa pada tahun 2002, ASIRI
telah mengajukan 150 kasus pembajakan kepada Pengadilan Niaga tetapi hanya

30 kasus yang diputus dan kesemuanya itu merupakan putusan pidana penjara.

3 Al Faraby Angkat, “Aspek Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Pembajakan CD Audio
di Kota Yogyakarta”, Yogyakarta, 2003.
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Padahal menurut pendapat penulis, 5 tahun merupakan waktu yang sangat singkat
untuk bisa membuat jera pelaku. Mereka masih dapat melakukan lagi praktek
pembajakan setelah keluar dari penjara. Banyak kasus yang tidak diterima oleh
pihak Pengadilan Niaga karena alasan bahwa pihak-pihak yang dilaporkan atau
ditangkap karena kasus pembajakan itu hanyalah seorang pedagang kecil atau
hanya penjaga toko dari penjualan produk bajakan. Kesulitan dari pihak produser
rekaman suara adalah sulitnya untuk menemukan siapa pelaku pembajakan
tersebut. Telah disebutkan dalam UU No. 19 Tahun 2002 bahwa produser
rekaman suara dapat mengajukan sendiri gugatan perdata, untuk meminta ganti
kerugian suara dapat mengajukan sendiri gugatan perdata, untuk memin'ta ganti
kerugian atas pembajakan hasil produksinya. Walaupun telah diketahui siapa
pelaku pembajakan tersebut, penyelesaian pcrdatany}a hanya sampai pada
tingkatan somasi lalu berakhir dengan perdamaian dan musyawarah. Belum
pernah ada pihak produser rekaman suara yang berhasil untuk mengajukan
gugatan perdata dan meminta ganti kerugian, karena pihak produser rekaman
suara merasa bingung, siapa atau pihak mana yang akan digugat.

Karena itu penulis tertarik untuk menulis menganai “PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI PRODUSER REKAMAN SUARA ATAS PEMBAJAKAN

LAGU DAN MUSIK DI JAKARTA?.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi produser rekaman suara atas
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2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dilakukan produser rckamaﬁ

suara apabila terjadi pembajakan hak cipta di Jakarta.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi
produser rekaman suara atas pembajakan lagu dan musik di Jakarta dan untuk
mengetahui upaya penyelesaian hukum yang ditempuh oleh produser rekaman

suara ketika hak-haknya dilanggar.

D. Tinjauan Pustaka

Indonesia sebagai negara kcpulauaﬁ n"'lcmiliki keanekaragaman seni dan
budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku
bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potfensi nasional yang
perlu dilindungi. _Kekayaan seni dan budaya itu merupaka.n salah satu sumber dari
karya intelektual yang.dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan
itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfatkan
untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang
melibatkan Para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang
dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para
penciptanya saja, tetapi juga bangsa dan negara.’

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi

anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization

7 Lihat Penjé[a;.;_an UUHC No. 19 Tahun 2002,




(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan
tentang Aspek-aspek .Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut
TRIPs melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga,
meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works

(Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan

.Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization

Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT,
melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.% Oleh karenanya, Indonesia
berkewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang dibidang Hak Cipta dan Hak
Terkait terhadap persetujuan internasional tersebut.

Perkembangan Perdagangan, investasi, industri dan teknologi yang sangat
pesat, memerlukan adanya Undang-Undang yang baru mengenai Hak Cipta dan
Hak Terkait yang dapat menampung Eaerkembangan tersebut dalam rangka
meningkatkan perlindungan bagi Pencipta dan pemilik Hak Cipta dan Hak
Terkait, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.’

Disamping Hak Cipta, khususnya dibidang lagu atau musik ada juga hak
yang merupakan hak turunan dari hak cipta, yang dikenal dengan istilah Hak
Terkait (neighbouring rights), yaitu hak para pelaku seperti penyanyi, produser
rekaman suara, dan hak lembaga penyiaran.

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia telah mengalami perubahan selama

berkali-kali, awalnya Hak Cipta diatur dalam UU No. 6 Tahun 1982 lalu

f Ibid



diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 1987, karena dirasa masih banyak
kekurangan dalam perlindungan hukumnya, UU No. 7 Tahun 1987
disempurnakan lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997 dan yang terakhir tepat pada
tanggal 29 Juli 2003, diberlakukan UU yang baru tentang Hak Cipta yaitu UU No.
19 Tahun 2002. penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta ini dimaksudkan
untuk lebih memberikan perlindungan kepada para pencipta dan pemegang hak
terkait dengan keseimbangan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Dan
hukum HAKI pada umumnya mencegah dilakukannya tindakan penjiplakan atau
plagiat (yaitu suatu tindakan dengan maksud untuk menarik keuntungan dari
ciptaan-ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual seseorang), dan menetapkan
kaidah-kaidah hukum yang mengatur ganti rugi yang harus dipikul oleh orang
yang melanggarnya dengan melakukan tindakan penjiplakan. '

Beberapa definisi yang terkait dengan  Hak Cipta dan yang terkait dengan
permasalahan perlindungan hukum produser rekaman suara sebagai pihak yang
memiliki Hak Terkait terhadap Pencipta atas pembajakan lagu dan musik, bisa
kita lihat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pada Pasal ] :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk
Mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penciptaan adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama
yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan
pikiran, yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan
keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

'° Eddy Damian, Hukum Cipta Menurut Beberapa Aanvem; !memaﬂona! UU Hak Cipta
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10.

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau
pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang
menerima lebih [anjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan,
pengedaraan atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat
apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun
sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.
Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara
keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan
menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk
mengalihwujudkan secara permanent atau temporer.

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak
ekslusif bagi Pelaku untuk* memperbanyak atau menyiarkan
pertunjukkannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak
atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi
Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan
karya siarannya.

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik penari atau mereka yang
menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan,
menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik,
drama, tari, sastra folklor atau karya seni lainnya.

Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama
kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan
perekaman suara, perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu
pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau
Pemegang Hak Terkait kepada pihak yang lain untuk mengumumkan
dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan
persyaratan tertentu.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dijelaskan mengenai

ciptaan-ciptaan yang dilindungi, hal tersebut tertuang dalam Pasal 12 ayat |

dengan bunyi :

Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup :

a.

b.

o

Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis
yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
Ceramabh, kuliah, pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

Alat neraca vanao Adihuat imtal Lanantinene camdidilbae doae S,
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Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni
kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

Arsitektur;

Peta;

Seni batik;

Fotograft;

Sinematografi;

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari
hasil pengaliwujudan.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa :

Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dilindungi sebagai ciptaan
tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

Dan pada ayat 3 diatur :

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 92), termasuk
Juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah
merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan
Perbanyakan hasil karya itu,

Kemudian tentang masa berlakunya Hak Cipta diatur Pasal 29, sebagaimana

di bawah

ini.

(1) Hak Cipta atas Ciptaan

a.
b'
c.

TER e o

buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;

drama atau drama musikal, tari, koreografi;

segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung,
seni batik;

lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

arsitektur;

ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lain;

alat peraga;

peta;

terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima

puluh) tahun setelah Pencipta meningga dunia.

(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2
(dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup, Pencipta yang

nnnnnnn I Aivinin salinae alrhic dan haddaaaciiaas bhicnaca &N Mllaca wabil
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Lalu dalam pasal 33 diatur mengenai

Jangka waktu perlidungan bagi hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud

dalam :

a. Pasal 24 ayat [ berlaku tanpa batas waktu,

b. Pasal 24 ayat 2 dan ayat 93) berlaku selama berlangsungnya jangka
waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk
pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Dalam pasal 34 diatur bahwa tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka
waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan,
perhitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi selama 50
(lima puluh) tahun dan selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50
(lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak | Januari
untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh
umum, diterbitkan atau setelah Pencipta meninggal dunia.

Terkait dengan penelitian ini, yang akan meneliti tentang perlidungan
hukum bagi produser rekaman suara, sebagai pihak yang memiliki Hak Terkait
terhadap ‘hasil Ciptaan maupun Penciptanya, tentu harus melihat pada Bab VII
tentang Hak Terkait yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 49, Pasal
50, dan Pasal 51. Pada Pasal 49 diatur tentang :

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang
pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau
menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukkannya.

2. Prosedur Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin
atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak
dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

3. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau
melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat,
memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui

dmnmneatnl damane atass tnmen bahal atess cealalid clctacs alaliteanaannnatils
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Pelaku dalam pengertian hak terkait adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari
atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan,
menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya
musik, drama, tari, sastra, folklor atau karya seni lainnya. Untuk produser
rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau
memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman
bunyi baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau
perekaman bunyi lainnya.'' Jadi dapat dikatakan bahwa produser rekaman suara
berfungsi untuk memproduksi suatu jenis ciptaan lagu dan musik yang nantinya
akan dipasarkan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 50, ayait 1 mengatur tentang jangka waktu perlindungan bagi :

a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut

pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau
media audiovisial;

b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak

karya tersebut selesai direkam;

c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun se¢jak karya

siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Ayat (2) mengatur tentang perhitungan jangka waktu perlindungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal | Januari tahun
berikutnya setelah :

a. karya pertunjukkan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam
media audio atau audiovisual;,

b. karya rekaman suara selesai direkam;
c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.
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Dan pada Pasal 51 dikatakan bahwa:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal [1, Pasal 14 huruf b dan huruf ¢,
Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28,
Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42,
Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53,
Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61,
Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70,
Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku mutatis
muntadis terhadap Hak Terkait.

Untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi pemegang hak,
dalam Undang-Undang Hak Cipta No. |9 Tahun 2002 ini diatur tentang
Penetapan Sementara Pengadilan. Tentang Penetapan ini diatur dalam Pasal 67
yang berbunyi :

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat
menerbitkan surat penetapan dengan seger; dan efektif untuk :

a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah
masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait
ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;

b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau
Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang
bukti;

c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan
bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak
Cipta atau Hak Terkait, dan hak Permohonan tersebut memang sedang
dilanggar.

Selanjutnya dalam Pasal 68 mengatur tentang

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para
pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk
didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pada Pasal 69 ayat (1) dikatakan, dalam hal seorang hakim Pengadilan

Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan
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penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) bari sejak dikelarkannya penetapan sementara
pengadilan tersebut. Dan ayat (2) menyebutkan, apabila dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Pasal 70 diatur dalamhal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang
merasa dirugikan bisa menuntut ganti* kerugian pada pihak yang meminta
penetapan sementara tersebut.

Mengenai ketentuan pidana tentang hak terkait diatur dalam Pasal 72 ayat
(1) dan ayat 92). Pada ayat (1) dikatakan, barangsiapa dengan sengaja dan tanpa
hak melakukan perbuatan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau
Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing
paling singkat | (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu
Jjuta rupiah), atau pidana pendajara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) maka Ciptaan atau barang yang merupakan
hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan
untuk melaksanakan atau melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara
untuk dimusnahkan. Lalu pada ayat (2) dikatakan, untuk ciptaan di bidang seni
dan bersifat unit, dapat dipertimbangkan lagi untuk tidak dimusnahkan.

Selain penyelesaian dengan jalur pidana, dalam Hak Cipta ini juga diatur

tentang penyelesaian sengketa dalam jalur perdata dengan mengajukan gugatan
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2002. Pasal ini menyebutkan bahwa pemegang Hak Cipta berhak mengajukan
gugatan ganti kerugian kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya
dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atas hasil perbanyakan
Ciptaan itu. Dan lebih dipertegas lagi dengan ayat (30 pada Pasal 56, yang
menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah
kerugian yang lebih besar lagi pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat
memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegitan Pengumuman dan/atau
Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib
diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan
didaftarkan di Pengadilan Niaga bersangkutan.'” Penyelesaian sengketa dengan
jalur perdata ini bisa dilanjutkan sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung, bila
Pengadilan Niaga dirasa tidak adil dalam 'memberikan putusannya, atau para pihak
tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga. Para pihak bisa langsung
menganjurkan kasasi setelah mendapat putusan dari Pengadilan Niaga, hal ini
telah diatur dalam Paal 62 — Pasal 64. Tetapi selain penyelesaian sengketa melalui
Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisirhannya tersebut
melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa."

Jadi penyelesaian sengketa di bidang Hak Cipta ini bisa melalui jalur perdata
maupun jalur pidana. ASIRI sc_bagai asosiasi industri rekaman, selalu mewakili
anggota-anggotanya dalam menyelesaikan sengketa khususnya penyelesaian

sengketa pidana, di Pengadilan Niaga.

2| that UUHC No. 19 Tahun 2002 Pasal 59 7
13 Lihat UUHC No. 19 Tahun 2002 Pasal 65
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E. Metode Penelitian.

1. Responden Penelitian
Yang menjadi subyek penelitian ini adalah salah satu Produser Rekaman
Suara.di Jakarta yaitu, Dede Suriana salah satu Prodser PT. Blackboard Musik
yang beralamat Muara Karang Blok M-IX Selatan No. 40-41 Jakarta 14450,

melalui asosiasi ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia).

2. Data Penelitian
a. Data Primer
Merupakan data yang langsung diperoleh dari subyek penelitian, melalui
wawancara.
b. Data Sekunder
Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan hukum,
seperti :
1) Bahan hukum primer
Dengan mempelajari Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian
ini yaitu, Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.
2) Bahan hukum sekunder
Dengan mempelajari buku atau Literatur-Jiteratur yang berkaitan dengan

penelitian ini-
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3) Bahan hukum tersier
Kamus-kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa
Inggris.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di 1AS[RI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia)

Jakarta,

4. Teknik Pengumpulan Data

Data Primer, dilakukan dengan cara:

a. Wawancara
Wawancara yang dilakukan berupa wawancara langsung maupun tidak
langsung. Wawancara langsung dengan mendatangi langsung lokasi
penelitian yaitu ASIRI. Sedangkan wawancara tidak langsung
dilakukan melalui via telpon,
Data Sekunder, dilakukan, dengan cara

b. Studi literatur pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur
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3. Teknik Analisa Data ’

Data dari penelitian akan dianalisa seara yuridis, dengan melihat norma-
norma yang ada pada hukum positif (UUHC No. 19 Tahun 2002), dikaitkan
dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, lalu dideskripsikan berdasarkan

norma-norma tersebut. Data-data yang diperoleh akan disajikan sccara deskriptif
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